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ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik di
Indonesia dan melahirkan fenomena buzzer politik sebagai aktor strategis dalam
pembentukan opini publik. Meskipun berperan sebagai sarana kampanye digital,
praktik buzzer politik sering kali diwarnai oleh penyebaran disinformasi,
manipulasi opini, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang berpotensi
menurunkan kualitas demokrasi serta merusak kohesi sosial. Tujuan dari kajian
ilmiah ini adalah untuk mengkaji fenomena buzzer politik dalam perspektif etika
politik Imam Al-Ghazali dengan menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1)
bagaimana praktik buzzer politik berkembang di Indonesia, dan (2) bagaimana
praktik tersebut ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip etika politik Imam Al-Ghazali.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)
dengan pendekatan filosofis. Data diperoleh dari karya-karya Imam Al-Ghazali
sebagai sumber primer serta buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait sebagai
sumber sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan metode interpretatif untuk
menafsirkan konsep etika politik Al-Ghazali dan menghubungkannya dengan
realitas politik digital kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik
buzzer politik yang bersifat destruktif bertentangan dengan prinsip kejujuran (sidq),
keadilan (al-'adl), amanah, dan verifikasi kebenaran (tahqiq al-'ilm) yang menjadi
landasan etika politik Imam Al-Ghazali. Praktik tersebut memperkuat budaya post-
truth, meningkatkan polarisasi sosial, menurunkan kepercayaan publik, serta
menimbulkan mafsadah (kerusakan sosial). Oleh karena itu, komunikasi politik
dalam perspektif Imam Al-Ghazali harus berorientasi pada kemaslahatan
(maslahah), integritas moral, dan penyampaian informasi yang benar guna menjaga
kualitas demokrasi dan keharmonisan masyarakat di era digital.

Kata kunci: buzzer politik, etika Islam, Al-Ghazali
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Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial pada era modern telah
membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi,
dan memberikan opini publik, istilah buzzer pada awalnya berasal dari ranah
pemasaran, yang awalnya di kenal sebagai buzz marketing, yaitu teknik pemasaran
barang dan jasa untuk membangun keuntungan bisnis atau sebuah brand melalui
pergerakan arus informasi dari mulut ke mulut (Anugrah, 2020: 02). Buzzer politik
merupakan individual atau kelompok yang memanfaatkan media sosial secara
terorganisir untuk menyebarkan narasi sesuai dengan kepentingan politik tertentu.
Pada awalnya kemunculan sekitar tahun 2009 yang digunakan sebagai sarana
promosi merek atau produk. Namun, sejak tahun 2012, perannya berkembang dan
mulai dimanfaatkan sebagai instrument komunikasi politik (Mustika, 2019: 02).

Fenomena buzzer politik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan
peningkatan yang signifikan di Indonesia dan telah menjadi bagian dari strategi
komunikasi politik. Perannya tidak lagi sekadar sebagai alat pemasaran, melainkan
berkembang menjadi aktor strategis yang memengaruhi dinamika politik dan
pembentukan opini publik (Juditha, 2019: 200). Dalam praktiknya, buzzer bekerja
berdasarkan kepentingan klien, seperti tim kampanye atau kandidat politik, dengan
imbalan tertentu untuk mencapai tujuan politik tertentu (Fauzi, 2022: 30). Aktivitas
mereka kerap mencakup penyebaran kampanye negatif, pembunuhan karakter
terhadap lawan politik, serta pengangkatan isu-isu sensitif seperti agama, HAM, dan
lingkungan, terutama menjelang momentum politik seperti pemilu dan pilkada.
Selain itu, penggunaan akun anonim dan produksi konten bermuatan negatif
berpotensi memperkuat polarisasi di tengah masyarakat dan memengaruhi kualitas
demokrasi serta kehidupan sosial (Kurniawati, 2023: 263). Oleh karena itu, fenomena
ini memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya untuk merumuskan
ketentuan hukum dan etika yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam figh siyasah, kekuasaan adalah hal yang dipahami sebagai amanah
yang harus dijalankan untuk mewujudkan maslahah ‘ammah (kepentingan umum)
dan mencegah terjadinya mafsadah (Fahmi, 2017: 35). Praktik buzzer politik yang
terorganisir, ketika digunakan untuk menyerbarkan hoaks, fitnah, dan manipulasi
informasi, menunjukkan adanya sarana komunikasi politik yang menyimpang dari
prinsip figh siyasah yang dapat menimbulkan ke mudharatan bagi masyarakat luas,
sedangkan prinsip figh siyasah menuntut menyebarkan nilai-nilai moral yang
positif, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, yang bertujuan membangun
masyarkat lebih baik.

Menurut Imam al-Ghazali, moralitas (akhlak) merupakan fondasi legitimasi
kekuasaan, kekuasaan tidak dipahami sekadar sebagai instrumen politik, tetapi
sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral, keadilan, dan
kejujuran. Banyak studi menegaskan bahwa al-Ghazali mengaitkan stabilitas sosial,
kemaslahatan (magqasid al-shari’ah), dan keberlanjutan negara dengan integritas
moral penguasa serta etika komunikasi publik. Tanpa fondasi etis, kekuasaan
cenderung melahirkan tirani, ketidakadilan, dan disintegrasi sosial (Al-Ghazali,
2023: 76).
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Imam al-Ghazali memberi perhatian besar pada etika sosial dan politik.
Dalam Ihya” ‘Ulum al-Din, ia menegaskan bahwa dusta, ghibah, namimah, dan
fitnah adalah dosa sosial yang merusak keharmonisan masyarakat, sehingga
penyebaran hoaks dapat menghancurkan kepercayaan dan memicu konflik. Dalam
Nasihat al-Mulik, ia juga memperingatkan tentang bahayanya pemimpin yang
dikelilingi penjilat dan penasihat yang manipulatif. Berbeda dari al-Farabi yang
menekankan negara ideal dan Ibnu Khaldun yang fokus pada dinamika kekuasaan,
al-Ghazali menitikberatkan akhlak, niat, dan tanggung jawab moral individu serta
penguasa, pemikirannya relevan di era digital, terutama dalam menghadapi
manipulasi opini dan degradasi moral komunikasi politik oleh buzzer, yang
bertentangan dengan prinsip maslahah, adab al-lisan, muhasabah, dan nasihat jujur
(Rasyidin & Nura, 2023: 152).

Al-Ghazali menilai kekuasaan yang dibangun atas informasi tidak jujur dan
pujian berlebihan membuat pemimpin terjebak dalam realitas semu. Akibatnya,
masalah rakyat tertutup, keputusan tidak tepat sasaran, dan kebijakan justru
memperluas ketimpangan serta ketidakadilan, dalam negara demokrasi, keberadaan
buzzer politik menjadi tantangan bagi terwujudnya diskusi publik yang rasional dan
berbasis fakta.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji fenomena
buzzer politik dalam perspektif imam Al-Ghazali. Tujuannya adalah menemukan
landasan nilai normatif yang dapat menjadi pedoman dalam membangun
komunikasi politik yang santun, jujur, dan selaras dengan prinsip-prinsip
keislaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research)
dengan menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan ini digunakan untuk
mengkaji dan memahami secara mendalam konsep etika politik dalam pemikiran
Imam Al-Ghazali serta relevansinya terhadap fenomena buzzer politik dalam
konteks politik digital kontemporer di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah
berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data
primer diperoleh dari karya-karya asli Imam Al-Ghazali yang membahas etika dan
politik, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel
penelitian, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan pemikiran politik Al-
Ghazali serta fenomena buzzer politik di media sosial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa
konsep, gagasan, pemikiran, teori, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan etika
politik Al-Ghazali dan praktik buzzer politik. Data yang telah dikumpulkan
kemudian dianalisis menggunakan metode interpretatif, yaitu dengan menafsirkan
makna, nilai, dan konteks pemikiran politik Al-Ghazali untuk kemudian dikaitkan
dengan realitas politik digital kontemporer. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-
analitis guna menjelaskan relevansi etika politik Al-Ghazali terhadap fenomena
buzzer politik di Indonesia.
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Pembahasan/hasil
Fenomena dan Praktik Buzzer Politik di Indonesia

Fenomena buzzer politik di Indonesia merupakan bagian dari transformasi
komunikasi politik di era digital, ketika media sosial beralih dari sekadar ruang
interaksi personal menjadi arena utama kontestasi politik dan pembentukan opini
public (Ihsan, 2025: 21). Dalam konteks tersebut, komunikasi politik tidak lagi
dimediasi sepenuhnya oleh media arus utama, tetapi berlangsung secara langsung,
cepat, dan masif melalui platform seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok,
dan YouTube, kondisi ini membuka ruang bagi berbagai aktor baru untuk terlibat
aktif dalam proses komunikasi politik digital, aktor-aktor mencakup politisi,
konsultan digital, influencer, dan buzzer berinteraksi secara intens dengan pemilih,
terutama generasi muda.

Perubahan ini menandai pergeseran dari kampanye konvensional ke
kampanye digital yang sangat terstruktur dan profesional, di mana pengelolaan
narasi, pengemasan citra, dan upaya meningkatkan jangkauan kontenn melalui
algoritma media sosial menjadi faktor penting dalam keberhasilan kandidat dalam
pemilihan umum (Sulistya A & Lianingsih, 2024: 106).

Buzzer merupakan individu atau kelompok yang aktif menggunakan media
sosial dengan tujuan menyebarkan konten atau pesan tertentu secara masif dengan
tujuan menggiring opini publik, membentuk citra kandidat atau partai, sekaligus
melemahkan lawan politik (Wulandari, 2023: 136). Dalam praktik politik di
Indonesia, buzzer politik tidak selalu tampil sebagai individu yang secara terbuka
menyatakan dirinya sebagai buzzer. Aktivitas tersebut dapat dilakukan melalui
akun media sosial anonim, kelompok pengelola jaringan media sosial, maupun
individu yang bekerja untuk kepentingan kandidat atau kelompok politik tertentu.
Karena itu, identifikasi buzzer perlu didasarkan pada bukti mengenai aktivitas,
jaringan, dan kepentingan politik yang dijalankan, bukan semata-mata pada isi
unggahan seseorang.

Di Indonesia, buzzer politik berkembang seiring menguatnya industri
kampanye digital dan praktik cyber troops yang bekerja secara terkoordinasi, didanai
secara tersembunyi, serta memanfaatkan anonimitas akun untuk memengaruhi
persepsi publik. Dalam berbagai kontestasi pemilu, buzzer menjalankan fungsi
ganda, yaitu membangun citra positif kandidat atau partai yang didukung sekaligus
merusak reputasi lawan politik melalui produksi konten, penyebaran narasi, serta
penggunaan akun dalam jumlah besar, termasuk akun anonim dan bot, sehingga
menciptakan kesan dukungan publik yang luas secara artifisial. Fenomena ini pada
akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi politik dan menurunnya
kualitas demokrasi (Nurul Jannah Lailatul Fitria, 2023: 61).

Dari sisi teknik komunikasi, buzzer politik menerapkan berbagai taktik
seperti penulisan thread yang persuasif, penggunaan meme dan video pendek yang
emosional, pembuatan tagar kampanye. Selain itu, terdapat pula praktik koordinasi
serangan digital terhadap akun tertentu guna membentuk opini publik secara
terarah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas buzzer merupakan bagian dari
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strategi politik yang sistematis dan terencana, bukan sekadar interaksi spontan di
media sosial (Nandito Nandito et al., 2025: 96).

Fenomena buzzer politik yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya
kompleksitas dalam praktik komunikasi politik digital di Indonesia. Untuk
memahami fenomena ini secara lebih mendalam, tidak cukup hanya menggunakan
pendekatan deskriptif, tetapi juga diperlukan analisis normatif yang mampu menilai
baik dan buruknya praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan
perspektif etika politik Islam, khususnya pemikiran Imam Al-Ghazali, sebagai
kerangka analisis untuk menilai fenomena buzzer politik tersebut.

Dalam kitab At-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulak, Imam Al-Ghazali
menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam
menjalankan kekuasaan. Prinsip tersebut relevan untuk melihat fenomena buzzer
politik. Buzzer tidak selalu bersifat negatif, tetapi apabila digunakan untuk
menyebarkan informasi yang menyesatkan, memanipulasi opini, atau menyerang
pihak tertentu, praktik tersebut tidak sejalan dengan etika politik Al-Ghazali karena
berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan di masyarakat. Dengan
demikian, persoalan utama bukan keberadaan buzzer, melainkan tujuan, cara, dan
dampak penggunaannya dalam politik (Zahratul & Andriansyah, 2019).

Meskipun Imam Al-Ghazali hidup pada masa yang berbeda dengan era
media sosial saat ini, pemikirannya tetap dapat digunakan untuk menilai fenomena
buzzer politik melalui pendekatan kontekstual. Al-Ghazali memang tidak
membahas buzzer secara langsung, tetapi beliau menjelaskan prinsip-prinsip etika
dalam menyampaikan informasi dan menggunakan pengaruh di ruang publik.
Dalam Ihya” ‘Ulam al-Din , Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebohongan, adu domba
(namimah), ghibah, dan penyebaran informasi yang merusak hubungan sosial
merupakan perbuatan yang harus dihindari karena dapat menimbulkan kerusakan
yang lebih luas, dan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum diterima
dan disebarkan luas (tahqiq al-‘ilm) (A. H. Al-Ghazali, 2023).

Analisis Etika Politik Islam terhadap Fenomena Buzzer: Perspektif Imam Al-
Ghazali

Dalam perspektif hukum Islam, setiap tindakan sosial yang berpotensi
merugikan kepentingan publik harus dikendalikan melalui prinsip keadilan dan
moralitas. Sistem hukum Islam berfungsi tidak hanya secara represif, tetapi juga
preventif untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah mafsadah (Efendi,
2023: 154). Oleh karena itu, setiap aktivitas yang mengganggu stabilitas sosial,
termasuk penyebaran informasi dan manipulasi opini publik melalui buzzer politik,
dipandang bertentangan dengan tujuan syariah. Dalam kerangka etika politik Al-
Ghazali, praktik buzzer politik tidak hanya bermasalah secara moral, tetapi juga
secara normatif berpotensi merusak tatanan sosial dan bertentangan dengan tujuan
dasar hukum Islam dalam menjaga keharmonisan masyarakat (Taja et al., 2025: 741).

Fenomena buzzer politik berkaitan erat dengan budaya post-truth ,yaitu
keadaan ketika pembentukan opini masyarakat lebih banyak di pengaruhi oleh daya
tarik emosional dan popularitas suatu informasi daripada kebenaran atau
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keakuratan fakta yang di sampaikan. Penyebaran informasi tanpa verifikasi
memperkuat manipulasi opini publik melalui framing narasi dan pengulangan
pesan secara masif. Dalam perspektif Al-Ghazali, kondisi ini bertentangan dengan
prinsip tahqiq al-‘ilm yang menekankan pentingnya verifikasi kebenaran informasi
(Wahyudi, 2025: 137).

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan metode
interpretatif, yaitu menafsirkan konsep etika politik Al-Ghazali yang terdapat dalam
karya-karyanya, kemudian mengaitkannya dengan fenomena buzzer politik di era
digital. Al-Ghazali memandang bahwa setiap tindakan harus diarahkan kepada
maslahah (kebaikan bersama) dan keselamatan akhirat, bukan sekadar keuntungan
duniawi yang sesaat. Dalam kerangka magasid al-syari’ah, maslahah mencakup
penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seluruh aktivitas sosial-politik
yang tidak mengarahkan manusia pada kemaslahatan ini dipandang menyimpang
dari tujuan syariat (Mir & Anjum, 2025: 24). Dalam pemikiran etika politik al-
Ghazali, politik dan kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk
mencapai kehidupan yang bermoral dan membawa kebaikan bagi manusia. Karena
itu, tindakan politik dinilai bukan hanya dari keberhasilan mencapai kekuasaan,
tetapi juga dari nilai etika dan moral yang melandasinya, termasuk dalam praktik
politik di ruang digital saat ini.

Dalam kerangka maqasid al-syari‘ah, setiap aktivitas sosial dan politik harus
diukur berdasarkan pertimbangan antara maslahah dan mafsadah yang
ditimbulkan, terutama dalam konteks dampak publik yang bersifat luas. Suatu
tindakan tidak dapat dinilai semata-mata dari manfaat subjektif atau kepentingan
kelompok tertentu, tetapi harus mempertimbangkan potensi kerusakan sosial yang
dapat muncul secara objektif di tengah masyarakat. Fenomena buzzer politik, yang
seringkali melibatkan penyebaran disinformasi, manipulasi opini, dan eksploitasi
isu sensitif, menunjukkan dominasi mafsadah dibandingkan maslahah, karena
dampaknya tidak hanya  bersifat individual, tetapi juga kolektif, seperti
meningkatnya polarisasi, menurunnya kepercayaan publik, dan terganggunya
stabilitas sosial. Dalam perspektif ini, praktik buzzer politik dapat dikategorikan
sebagai aktivitas yang tidak sejalan dengan tujuan utama syariat, karena gagal
menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum,
sehingga bertentangan dengan prinsip dasar etika politik Islam yang menempatkan
kepentingan publik sebagai orientasi utama (Sabil & Fazira, 2024: 266).

Aktivitas buzzer politik di Indonesia sering lebih fokus pada kemenangan
pragmatis daripada kemaslahatan bersama. Dalam pandangan etika Imam Al-
Ghazali, hal ini menyimpang dari tujuan utama politik. Praktik amplifikasi pesan
yang berisi hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan kampanye hitam demi menjatuhkan
lawan (Nurul Jannah Lailatul Fitria, 2023: 57), praktik ini terbukti memperdalam
polarisasi sosial, mencederai kehormatan (hifz al-‘ird), mengancam jiwa dan
keamanan psikososial (hifz al-nafs), serta merusak kejernihan akal publik (hifz al-
‘aql), dari perspektif Figh Siyasah, perilaku semacam ini dikategorikan sebagai
ghibah, namimah, dan fitnah yang dilarang, sehingga bertentangan dengan prinsip
maslahah dan tujuan etika Islam.
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Fenomena buzzer politik di Indonesia menunjukkan bahwa pola komunikasi
yang berkembang cenderung bersifat transaksional, penuh polarisasi, dan lebih
berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Kondisi ini tampak semakin menjauh
dari nilai maslahah “ammah dan tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa) yang ditekankan
oleh al-Ghazali dalam etika politiknya. Dalam pandangan al-Ghazali, moralitas
merupakan dasar penting dalam membangun tatanan sosial dan politik yang adil
serta bermartabat. Oleh karena itu, ketika praktik politik diwarnai oleh manipulasi
informasi, ujaran kebencian, dan rekayasa opini publik, hal ini menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara nilai etika Islam dengan realitas politik saat ini (Taja et al.,
2025: 740). Kesenjangan tersebut juga terlihat dalam berbagai kebijakan dan praktik
politik di Indonesia, di mana prinsip keadilan, amanah, dan kepentingan publik
seringkali kalah oleh kepentingan pragmatis dan perebutan kekuasaan.

Diperlukan upaya untuk memperbaiki praktik komunikasi politik dengan
mengembalikan etika sebagai dasar utama. Dalam kajian etika komunikasi politik
Islam, dijelaskan bahwa komunikasi seharusnya dibangun di atas prinsip kejujuran,
keadilan, transparansi, dialog, serta menghindari segala bentuk kezaliman agar
memiliki legitimasi moral di ruang publik (Zikrullah & Mena Sari, 2024: 307). Hal ini
sejalan dengan pemikiran al-Ghazali yang menekankan pentingnya hubungan
antara etika dan politik. Ia menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya dipandang
sebagai amanah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan sebagai alat
untuk memperkuat perpecahan. Untuk itu, perbaikan dapat dilakukan melalui
peningkatan pendidikan etika politik Islam, pembentukan regulasi yang dapat
membatasi penyebaran disinformasi, serta penguatan peran dakwah dan lembaga
keagamaan sebagai penjaga nilai-nilai moral dalam komunikasi politik di era digital.

Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa pengetahuan yang benar tidak
diperoleh melalui penerimaan tanpa kritik, melainkan melalui proses pemeriksaan
dan pengujian secara kritis hingga mencapai tingkat keyakinan. Pandangan ini
tampak secara eksplisit dalam al-Munqidh min al-Dalal, ketika Al-Ghazali
menjelaskan pencariannya terhadap pengetahuan yang benar dengan menguji
berbagai sumber ilmu sebelum menerima suatu kebenaran (A. H. M. ibn M. Al-
Ghazali, 1956: 63). Sementara itu, dalam Ihya' 'Ulam al-Din, ia juga menekankan
pentingnya adab dalam menuntut ilmu, kehati-hatian terhadap informasi yang
menyesatkan, dan pentingnya memperoleh ilmu dari sumber yang terpercaya. Di
dalam Ihya" ‘Ulam al-Din, beliau menyoroti pentingnya menguji sumber
pengetahuan serta memisahkan informasi yang sahih dari informasi yang
mengandung kekeliruan atau tidak dapat diverifikasi. Jika dikaitkan dengan
fenomena buzzer politik di media sosial, arus informasi yang sangat cepat dan
sering belum teruji faktanya membuat banyak orang hanya “ikut arus” tanpa sikap
kritis, mengakibatkan kebenaran sering kalah oleh viralitas(Al-Ghazali, 2005: 21).

Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa kemampuan menyampaikan pesan
dapat menjadi sarana kebenaran maupun alat penyimpangan, tergantung pada
tujuan dan substansi yang dibawa. Oleh karena itu, penggunaan komunikasi untuk
memengaruhi masyarakat harus diarahkan pada penyampaian kebenaran dan
kemaslahatan, bukan manipulasi demi kepentingan tertentu (I. Al-Ghazali, 1993: 27).
salah satu dalil rujukan beliau;
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“Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara
kamu yang menggunjing sebagian yang lain.”{Al Hujurat: 12}

Dalam praktik buzzer politik, retorika digital seperti framing narasi,
pemilihan diksi emosional, dan manipulasi konteks sering digunakan bukan untuk
menjelaskan realitas, tetapi untuk membentuk persepsi yang bias. Dari sudut
pandang etika kekuasaan, menurut Imam Al-Ghazali, legitimasi politik tidak
semata-mata di tentukan oleh keberhasilan dalam meraih kekuasaan, tetapi juga
dari mekanisme perolehannya serta pelaksanaan kekuasaan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip etis dan keadilan. Dalam Nashihat al-Muluk, Al-Ghazali
mendefinisikan keadilan sebagai tindakan "tidak mengikuti hawa nafsu, melainkan
berkata benar. Prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan harus ditegakkan di atas
fondasi kejujuran dan kebenaran, bukan manipulasi demi kepentingan politik (Al-
ghazali, 1964: 145). Oleh karena itu, penggunaan buzzer untuk menyebarkan
disinformasi mencerminkan pergeseran dari etika politik menuju pragmatisme
politik yang menghalalkan berbagai cara demi kemenangan. Praktik tersebut
berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik karena proses
demokrasi dipenuhi oleh manipulasi informasi dan pengaburan kebenaran.

Fenomena buzzer politik juga dapat dilihat sebagai bentuk pembentukan
opini publik secara secara terarah, di mana dukungan politik tidak lagi murni lahir
dari kesadaran masyarakat, melainkan hasil rekayasa digital. Dalam pandangan Al-
Ghazali, tindakan yang memperjualbelikan kebenaran demi keuntungan duniawi
merupakan bentuk penyimpangan moral yang serius. Oleh karena itu,keberadaan
buzzer politik tidak hanya memengaruhi dinamika politik, tetapi juga pada
degradasi nilai etika dalam kehidupan sosial (I. Al-Ghazali, 1993: 380).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa fenomena buzzer politik tidak
hanya berkaitan dengan strategi komunikasi, tetapi juga mencerminkan perubahan
cara masyarakat digital memahami dan menentukan kebenaran. Dalam konteks ini,
suatu informasi cenderung dianggap benar bukan karena telah terverifikasi atau
memiliki validitas yang kuat, melainkan karena tingkat penyebaran dan
visibilitasnya yang tinggi di ruang digital. Dalam logika media sosial, sesuatu
dianggap benar ketika ia viral dan memperoleh legitimasi melalui jumlah interaksi.
Kondisi ini bertentangan dengan kerangka berpikir Al-Ghazali yang menempatkan
kebenaran sebagai hasil dari proses intelektual dan spiritual yang mendalam, bukan
sekadar konsensus semu yang dibentuk oleh repetisi informasi.

Penelitian ini menemukan bahwa buzzer politik berperan dalam membentuk
realitas semu kolektif, yaitu keadaan ketika masyarakat tidak lagi memahami fakta
berdasarkan kondisi yang sebenarnya, tetapi berdasarkan informasi dan narasi yang
dibentuk melalui media digital, hal tersebut berpotensi menurunkan objektivitas
masyarakat dan memicu kerusakan sosial (Nurul Jannah Lailatul Fitria, 2023: 58).
Dalam perspektif Al-Ghazali, kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep talbis al-
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haqq bi al-batil, yaitu tindakan mencampurkan kebenaran dengan kebatilan
sehingga masyarakat menjadi sulit membedakan keduanya. Prinsip ini sejalan
dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 42 :

‘)./(j ‘)i-u:\ﬁ ZBSS\ Q/L\j\_) | S’Q&,Saf’,j :st‘ (ﬁ‘:‘/\j L’.}u’!o:.

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan
janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.”

Fenomena buzzer politik berkontribusi pada krisis otoritas kebenaran di
ruang digital, yaitu ketika popularitas lebih menentukan kepercayaan publik
dibandingkan otoritas keilmuan dan integritas moral. Akibatnya, akun dengan
jangkauan besar sering lebih dipercaya daripada sumber yang memiliki kredibilitas
ilmiah (Abdulgadir Sulaiman et al., 2025: 730). Kondisi ini bertentangan dengan
pandangan Al-Ghazali yang menempatkan ilmu dan integritas moral sebagai dasar
penentuan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius
terhadap fenomena buzzer untuk menjaga kualitas demokrasi dan integritas
informasi di ruang digital.

Selain itu, fenomena buzzer politik juga dapat dianalisis sebagai bentuk
distorsi ruang publik digital (digital public sphere distortion) yang berdampak pada
kualitas deliberasi demokrasi. Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali, interaksi sosial
dan penyampaian informasi idealnya diarahkan pada terwujudnya ta'awun 'ala al-
birr (kerja sama dalam kebajikan) serta pencarian kebenaran, bukan pada
penyebaran kebohongan atau manipulasi yang menyesatkan (Mutiullah, 2023).
Namun, praktik buzzer justru menggeser fungsi tersebut menjadi arena manipulasi
persepsi yang didominasi oleh strategi komunikasi yang bersifat performatif, bukan
substantif.

Penelitian Nugroho (2026) menunjukkan bahwa disinformasi terkoordinasi di
Indonesia telah melemahkan kualitas partisipasi publik karena warga tidak lagi
terlibat dalam diskursus rasional, melainkan dalam respons emosional yang dipicu
oleh konten digital. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai
pseudo-deliberation, yaitu diskusi publik yang tampak aktif tetapi sebenarnya tidak
menghasilkan pemahaman kolektif yang lebih baik. Dalam perspektif Al-Ghazali,
fenomena ini mencerminkan kegagalan fungsi akal sebagai instrumen utama dalam
membedakan kebenaran dan kebatilan, karena ruang diskursus telah dipenuhi oleh
retorika yang menyesatkan. Dengan demikian, buzzer politik tidak hanya merusak
kepercayaan publik, tetapi juga merusak fondasi epistemik demokrasi itu sendiri,
yakni kemampuan masyarakat untuk berdialog secara rasional dan etis (Huda et al.,
2026: 07).

Berdasarkan uraian tersebut, praktik buzzer politik tidak dapat dipandang
hanya sebagai strategi komunikasi digital atau alat persaingan politik. Dalam
perspektif etika politik Imam al-Ghazali, aktivitas politik harus dinilai dari tujuan,
cara, dan dampaknya terhadap kemaslahatan publik. Oleh karena itu, diperlukan
analisis normatif untuk menentukan posisi buzzer politik dalam kerangka etika dan
hukum Islam.
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Berdasarkan analisis terhadap konsep etika politik Imam al-Ghazali, praktik
buzzer politik yang dilakukan melalui penyebaran disinformasi, manipulasi opini
publik, kampanye hitam, dan eksploitasi emosi massa tidak dapat dipandang
sebagai aktivitas komunikasi yang netral secara moral. Praktik tersebut secara
substansial lebih dekat dengan kategori namimah (adu domba), ghibah (perusakan
kehormatan), dan talbis al-haqq bi al-batil (pengaburan kebenaran). Dalam kerangka
etika politik al-Ghazali, tindakan semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk
kezaliman komunikatif (zulm al-ittisali) karena menggunakan pengaruh publik
bukan untuk mewujudkan maslahah, melainkan untuk menghasilkan dominasi
persepsi dan keuntungan politik. Dengan demikian, fenomena buzzer politik yang
bersifat destruktif lebih tepat dipahami sebagai penyimpangan etika politik Islam
yang menghasilkan mafsadah sosial, bukan sekadar strategi komunikasi modern.
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, fenomena buzzer politik di Indonesia
menunjukkan perubahan fungsi komunikasi politik digital dari sarana penyampaian
informasi menjadi instrumen pembentukan opini publik melalui penguatan narasi,
penyebaran informasi yang belum terverifikasi, dan manipulasi persepsi. Praktik
tersebut memperkuat budaya post-truth, yaitu kondisi ketika viralitas dan emosi
lebih dominan dibandingkan validitas informasi, sehingga berdampak pada
meningkatnya polarisasi sosial, menurunnya kepercayaan publik, dan melemahnya

kualitas demokrasi serta ruang publik digital.

Dalam perspektif etika politik Imam Al-Ghazali, meskipun fenomena buzzer
tidak dibahas secara langsung karena perbedaan konteks zaman, prinsip etika yang
beliau rumuskan tetap relevan untuk digunakan sebagai alat analisis. Al-Ghazali
menekankan bahwa penggunaan pengaruh dan penyampaian informasi harus
berlandaskan kejujuran (sidq), keadilan (al-‘adl), amanah, serta verifikasi kebenaran
(tahqiq al-‘ilm), serta menjauhi praktik dusta, ghibah, dan adu domba (namimah).
Berdasarkan kerangka tersebut, praktik buzzer politik yang memanipulasi informasi
dan menggiring opini publik dapat dipahami sebagai bentuk fasad (kerusakan
sosial) yang diwujudkan melalui zulm (kezaliman dalam komunikasi), karena
mengaburkan kebenaran, melemahkan fungsi akal publik, dan menjauhkan politik
dari tujuan utamanya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bersama.
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